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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN.1/ 202\ [HM.02.3/1X/2021

TENTANG

PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang - a. Bahwa transparansi dan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Rl dan empat lingkungan Badan
Peradilan dibawahnya;

b. Bahwa untuk memberikan pelayanan publik secara baik dan memberikan
informasi secara transparansi, maka perlu dibentuk Pengelola Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

¢. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap
dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non
Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
pada Mahkamah Agung RI;

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010
tentang Penerimaan Tamu;

10.Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-
144/KMA/SK/1/12011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

11.Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

12.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan;

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Tata Usaha Negara;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TENTANG PERUBAHAN  PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

JAKARTA;
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim
Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta;
Kedua : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Petugas Pengelola Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan
setiap kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau
Pejabat lainnya yang terkait;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
seperlunya;

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.

.. “INDARYADI, SH.MH.

< NIP.19690225 199103 1 004.7

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI ;

2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Republik Indonesia ;

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl ;

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Pegawai yang bersangkutan ;

Pertinggal ;

ook W



Lampiran |

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor :W2.TUN.1/ 202 1/HM.02.3/1X/2021.
Tanggal : 72, September 2021.

PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JABATAN
NO NAMA
DINAS TIM PTSP
1 INDARYADI, SH.MH. KETUA PENGARAH PTSP
2 MUHAMMAD, SH. PANITERA
PEJABAT PENGELOLA
PTSP

3 ONO HARYONO, SE. SEKRETARIS

4 HJ. ROMLAH, SH.MH. PANITERA MUDA HUKUM

5 SRI HARTANTO, SH.M.Kn. PANITERA MUDA PERKARA

MILATUL KHANIFAH, SH.

KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN, PENANGGUNGJAWAB
ORTALAK PTSP

TIAS DESCARIASTY, SH.

KA.SUB.BAG.PERENCANAAN, IT

DAN PELAPORAN
KA SUB.BAG.UMUM DAN
8 IKA SALAHUDDIN, SE. KEUANGAN
9 | MURTI HANDAYANI PRIBADI, AMd. STAF KEPENITERAAN PERKARA KASIR
MEJA PENERIMAAN
DOKUMEN (GUGATAN,
PERMOHONAN,
10 | JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, AMd. STAF KEPANITERAAN PERKARA | 50 (et o
EKSEKUS DAN SURAT
KUASA)
MEJA PENYERAHAN
1 | NURWITA AMd. STAF KEPANITERAAN PERKARA ek
STAF SUB.BAG.UMUM DAN PETUGAS TATA
12 | LUDDIMIN, SH. KEUANGAN KELOLA PERSURATAN
PETUGAS PELAYANAN
PERSIDANGAN, MEJA
13 | PURWOYO, SH. STAF KEPANITERAAN HUKUM INFORMASI,
PELAYANAN HUKUM
DAN PENGADUAN
14 | BAGUS NURHADI WIDJOYO. STAF KEPANITERAAN PERKARA
PETUGAS E-COURT
CORNER
15 | ANDREW JONATHAN TARIGAN, SH. STAF KEPANITERAAN PERKARA

Ditetapkan di : Jakarta

9690225 1991)3 1 0043




Lampiran Il

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/ 20 2\ /[HM.02.3/1X/2021

Tanggal : g September 2021.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERDAILAN MILITER DAN PERADILAN TATA
USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 462/DJMT/KEP/8/2018

Pasal 11
Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pengarah PTSP

1:

2
3.
4,
5

Menetapkan Pelayanan PTSP yang meliputi semua administrasi peradilan terdiri atas permohonan
informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara,
penyerahan/pengambilan produk pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas PTSP.

Mensosialisasikan PTSP kepada Seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Memberikan Pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penaggung Jawab dan Petugas PTSP.
Mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan PTSP.

Pasal 12
Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola PTSP

1.

Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan sejumiah
Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.

Menyelenggarakan PTSP secara efekif, efisien dan akuntabel.

Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan
PTSP dapat berjalan baik.

Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada
Pengarah PTSP.

Pasal 13
Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Penanggungjawab PTSP

Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh
Petugas PTSP.

Penanggung jawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP.

Membimbing dan membina Petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.

Pasal 15
Tugas, tanggungjawab Petugas PTSP

1

Petugas Kepaniteraan Muda Perkara bertugas melayani :

- Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan.

- Menerima Pendaftaran Permohonan.

- Menerima Pendaftaran Perlawanan.

- Menerima Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
- Menerima memori / kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

- Menerima Permohonan Sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan
kembali.



=

Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.

Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.

Menerima pendaftaran permohonan pengawasan eksekusi.

Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan
kembali dan eksekusi.

Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil.

Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa
Tata Usaha Negara.

Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :

Surat Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
Permohonan surat izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan
hukum tetap.

Permohonan pendaftaran surat kuasa.

Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di
Pengadilan.

Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk
menyediakan informasi yang diminta pemohon.

Penanganan pengaduan / SIWAS-MARI.

Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas :

Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Petugas Pelayanan Persidangan bertugas

Memberikan informasi dan pelayanan persidangan kepada para pihak / masyarakat pencari
keadilan.

Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP.
Petugas E Court Comer bertugas :

Pendaftaran E-Court Datang Ke Pengadilan

Menerima Gugatan E Court, yang sudah diverifikasi oleh Meja 1;
Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;

Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
Membuat User & Password Tergugat di Aplikasi E Court;
Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi E Court ( Non Advokat) ;
Menginput Dokumen Intervensi pada Aplikasi E Court ;

Menerima Pendaftaraan Advokat terdaftar;

Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court;
Konsultasi tentang penggunaan Aplikasi E Court;

Pendaftaran E-Court tidak Ke Pengadilan

Menerima Gugatan E Court, dari Aplikasi E Court;

Mencetak dan Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court;

Ditetapkan di : Jakarta.
_Pada Tanggal : 22 Se ber 2021.




Lampiran Il
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/ 203 HM.02.3/1X/2021
Tanggal : 232 September 2021,

PROSEDUR, JAM LAYANAN DAN PENGATURAN MEJA PTSP
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PROSEDUR PTSP SEBAGAI BERIKUT :

—

Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.

Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan
yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan
layanan.

Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke
Kepaniteraan/Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses sesuai SOP
yang telah ditentukan.

JAM LAYANAN PTSP SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI BERIKUT :

1.

Senin s.d. Kamis - Pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB.

2. Jum'at - Pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB.

PENGATURAN MEJA PTSP SEBAGAI BERIKUT :

2.

Meja PTSP ditempatkan pada loby yang menghadap pintu masuk, namun jika tidak memungkinkan
agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon.
Bentuk dan ukuran meja PTSP harus memudahkan pemberian layanan bagi pemohon, termasuk
penyandang disabilitas.

DI atas meja PTSP harus tersedia komputer, formulir pengaduan dan buku regsiter pengaduan,
formulir dan buku register permohonan informasi, dan brosur yang berisi tentang layanan hukum
bagi masyarakat pencari keadilan.

Tulisan PTSP dipasang di dinding belakang/backdrop PTSP.

Panjang meja PTSP disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian
pada Kesekretariatan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pada sefiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/pengguna Layanan PTSP
yang mengantre atau menunggu.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 2 September 2021.




STRUKTUR ORGANISASI PTSP
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PENGARAH PTSP /
KETUA

PENGELOLA PTSP / PENGELOLA PTSP /
PANITERA SEKRETARIS

PENANGGUNG JAWAB
PTSP/PANMUD DAN
KA.SUB.BAG

PETUGAS PTSP / PETUGAS PTSP / PETUGAS PTSP / PETUGAS PTSP
KEPANITERAAN KEPANITERAAN KESEKRETARIATAN [ (pE| AYANAN S
PERKARA HUKUM (PERSURATAN) PERSIDANGAN) E-COURT CORNER

PETUGAS PTSP




